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Ketentuan yang dapat berpotensi mematikan sentra
produksi garam, paling tidak dalam tiga hal

eakan hidup pada zaman per-
mulaan revolusi Inggris seba-
gaimana disebut oleh Charles A.
Beard dalam bukunya The Econorni-
ics Basics Politics—setelah bebas dari hukum
feodal, Inggris beralih kepada hukum
perdagangan bebas yangberpegang pada
dokirin Adam Smithyang menentangsegala
"bentuk pemnbatasan restraing). Jadilah hukum
berasaskan liberalisme, Kondisi inimirip
dengan hukun Indonesiakhususnya dalam
kebijakan perdagangan industri garam,
dimanapemerintah memberikan kebebasan
imporgaram tanpa melakukan proteksi bagi
parapetani.

Kebijakan pangan garam terbaruyang
dikeluarkan pemerintah di penghujungtahun
2015laluadalah memperlonggarketentuan
impor garam dari luar negeri yang sangat
potensial mematikan produksi petani garam
di tanah air. Kebijakan impor garamyang
selama ini masih berlangsung sungguh telah
menyel;z;bkan petani kesulitan, ditarnbah
denf bijakan memperlonggarketentuan
in‘q:tg)in makasemakin“sempurnalah’ kesulitan
bagi petani garam di negeri ini.

Memang, liarus diakui Indonesia masih
kekurangan Easoka.n garam sehinggamasth
melakukan kebijakan impor. Berdasarkan
dataBadan Pusat Stastik (BPS) yangdikutip
detikFinance.com Indonesia melakukan im-
porgaramdaribeberapanegara DataJanuari-
Agustus 2015 menunjukkan Indonesia
membeli 1.046.019 ton garam dengan nilai
US$46,61 juta Data negara penjual dan total
angka impor garam ke Indonesia untuk
periode Januari-Agustis 2015 adalah: Australia
sebanyak 834.525 ton (U5536.721.656), India:
190.062,17 on (US$7.543.285), Chinasebanyak
19.096,12 ton (US$ 1.339.432), Selandia Baru
sebanyak 1.600 ton (USS 646.480), Singapura
sebanyak 24,41 ton (US$ 110.908), lainnya
sebanyak 711,56 ton (US$253.001). Namun,
jikapun kebijakan impor garam belurn bisa
disetop dengan berbagal alasan, namun

yakepentingan petani garamadalah
mutlak l';:lrus dijaga. N

Saat Ini, para petani arus meng-
elusdada danmen; elagammnafas Betapatid:
angin segar nawa clia Preslden Jokowi yang
bensikanmandatkemandirianpanganyang
seyogyanya dilakukan oleh anak negern
hanyalah “angin sorga” yang sulit terwujud
dialam nyata. Sebaliknya, kebijakan hukum
terkait ketahanan pangan garam seakan
menikamanak negerisendiri Halini ditandai
dengan terbityaaturan Kementerian Perda-
gangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015
tentangKetentuan ImporGaram meru-
pakan revisi terhadap Permendag Nomor
58/M-DAG/PER/9/2012. Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 125 tahun 2015 berpo-
tensi besarmematikan sentra-sentra produksi
garam di berbagai daerah di tanah air,

Dalambeberapa berita disebutkan ribuain
ton garam produksi petani hasil panen 2015
masih banyak menumpuk di gudang. Data
Himpunan Masyarakat Petani Garam
{HMPG)Jawatimur menyebutkanstok garam
petani masth di atas 60 persen yang berarti
terdapat600.000ton| petani asumsi
pmdulsigaramla\%nnurscbesarde?@l‘;utawn
Diberbagaisenragarammenunjukkangudang
garammasihterisi penuh dan secaraumum
Juni-November2015).

*  “Mematikan” Petani Garam

Adapun ketentuan yangdapat berpotensi
mematikan sentra produksi garam, paling
tidak dalam tigahal. Pertama, penghapusan
ketentuan harga patokan garam. Ketentuan
inj akan membuat produksi garam rakyat
akan semakin tergerus oleh garam impor
sebab tidak ada patokan harga pemerintah
{HPP) untuk meiindungi garga petani.
Penentuan harga patokan garam adalah
bentuk perlindungan yang dapat dilakukan
olehnegara bagi petani garam agar harga
yangdiperoleh petani dapat menguntun;
Saat ini harga garam terus mengalami
keterpurukan sampaidibawahharga
keekonomiannya. Harga garam berada di
sekitar 250 hingga 400 per kilogram. Harga
tersebutjauh dibawah hargakeekonomiannya
yakni sekitar Rp. 500 hingga Rp. 750 per
kilogram {(Kompas, 30/1).

Kexlug, penghapusan pembatasanwakiu
impor. Penghapusan batasan wakwu impor
garam konsuisi akan memicu impor
berlangsungsepanjang tahun tanpa batas.
Olehkarenaitu, produksi garam rakyat akan
semnakin tergerus garam impor. Padahal
sebelumnya, pada PermendagNomor 58
tahun 2012 terdapat ketentuan yan
membatasi waktu impor garam konsumst.

Dalam ketentuan sebelumnya disebutkan -

impor garam tidak bolehdilakukansatubulan
sebelum masa panen garam rakyat dan dua
bulansetelahpanen. Pembatasanini bertujuan
untuk melindungan petanigaram dari produk
garam impor pada saat panen.

Para petani garam di berbagai daerah
biasanya akan mermasuki masa panen raya
mulai juli-November. Tentu, mereka tidak
menginginkan selama masa panen
berlangsung pemnerintah inembuka keran
impor garam, sebab dapat dipastikan
berpengaruh terhadap harga. Hargagaram

‘akan jatuh saat masuknya produk garam

impor. Olehkarenaitu, pembatasansamu bulan
dan duabulan setelah masa panen dianggap

waltuyangcukuprasional unnukmelindungi
petani garam dari produk garam impor.
Bahkanseyogyanya pengaturan waktuimpor
dan waktu panen disesuatkan dengan
ketersediaan pasokan, jika pasokan garam
dari dalarn negeri masih ada maka kebijakan
impor lebih baik dilakukan lebih lama.

Namun, Permendag Nomor 125 tahun
2015 mermnberikan kebebasanimpor garam
masuk padawaktu kapanpun tanpa melihat
ketersediaan garam dalam negen terutama
pada saat panen garam, Padahal, jamak
diketahui salah satu keluhan petani garam
selarna ini adalah persoalan harga garam
yang :ég}lok pada sa;(llanusim panen. Dan
halinidismyalirsangatkuat dugaandi
olehkebijakan impor garam yang dilakukan
oleh pemnerintah, Jikapun pasokan garam
kuranguntuk memenuhi keburuhan dalam
negeriseyogyanya fidak dilakukan pada saat
musim panen sebab padasaatitu pasokan
garam dari dalam negeri telah mencukupi.

Ketiga, meniadakan kewajiban importir
garamuniuk menyerapgaramrakyat Dalam
ketentuan baru disebutkan bahwa importr
ddak berkewajiban untuk menyerap garam
rakyat baik garam konsumsi maupun garam
produksi. Padahal Padahal sebelumnya, pada
Permendag Normor58/M-DAG/PER/9/2012
terdapat ketentuanimportir garam konsumsi
wajib untuk menyerap garam rakyat paling
sedikit 50 persen dari totat kapasitas produksi
perusahaan, -

Deregulasi Dan Revitalisasi
Tata Niaga Garam

Seal.i:aggimana welah disinggung di atas,

persoalan impor garam menggan,

aram nasional se%enamyyzrtl)gukanlgﬁ m;‘;‘alf

ah baru, Iniadalah persoalan Klasik. Selama
ini, petani garam terus mengalami kesulitan
dalam menghad api garamimpor. [ronisnya,
alih-alih melakukan melakukan pengetatan
pengaturanimporuntuk memperkuat petani
garam, justru pemerintah melakukan
kebijakanyang menuruthematpenulisadalah
blunder dengan caramemberikan kelorgga-
ran yang sangat menekarn petani.

Melihat kondisi ini, seyogyanya pemerin-
tahmelakukan deregulasi PermendagNomor
125Tahun 2015 tersebut sesegera mungkin.
Kebijakan deregulasi bukan hanya dalam
rangkamengundang investas dari pthakluar,
tetapijugadiperiukandalamrangkamenjaga
kedaulatan para petani garam. PresidenJoko-
wiseharusnya melihat persoalan inisecara
bijak dansegara mem;rti)n tahkan Ksanéeme-
rian Perdagangan mencabut Permen
liberal tersebtﬁflgahkan. Permendag tersey%?xgt
seyogyanya direvisi denganlebih memper-
ketatkebijakanimporhinggapadasaat petani
telah dapatmelakukan swasembada garam,
kebijakan impor mutlak harus ditutup.

Selain itu, pemerintah seharusnya
melakukan penataanulangniaga garamsecart
komnprehensif Tata niagagaram harus dimulai
dari sistern produksi dengan caramemper-
kuatsentra-sentra produksiyang selamaini

Hukum & Nasib Petani Garam

belum tersentuh secara serius oleh pemerin-
tah. Pembetian modal, pendampingan bagi
?‘:{a petan} garam sevognya direvitalisasl,
ah penting darl penguatan tata niaga
adalah sistem distribusi atau supply-cm
produksi garam yangselamainimenjadi
santmormokbagiparapetani Untukmelakukan
percizanniagagarampernesintahharus melibat-
kansemuakementerian terkaitsecarakordinatf.
Selamna ini pengelolaan garam dengan
berbagaikewenangannyadibagi dalamempat
kementerian/lembaga yakni Kementenan
Kelautan dan Perikanan berwenang untuk
meningkatkan mutugaramrakyat. Kemente-
rian Perindustrian berwenang melakukan
pendataan jumlah produksigaram nasional
sekaligus memberikan rekomendasi impor.
Kemen

terian Perdaganganberwenang menge-

Juadkanzinimpor.dan PL Garamyangmenipa-

kan badan usaha negaraberwe-nang untuk
memproduksi danmenyerap garam rakyat

Semoga pemerintah segera mungkin
melakukan deregulasi ketentuan Permendag
Nomor 125Tahun 2015 sekaligus melakukan
revitalisasi tata niaga garam secara kompre-
hensifhingga dapatmelakukan swasernbada
garam untuk kedaulatan pangan garam.
Semoga. Wallahu'atam.
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SUDUT BATUAH
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* Kemendagri berhentikan sementara |
Gubsu Gatot Pujo Nugroho
-Sayonara, he...he...he
* Bupat Langkat gagal sejahterakan
warga
-Alamak oi, begitu gagahrya Langkar?
*DPRDSUnilaipro

yekAir Limbah gagal
- Cuma berhasil bikin falan ‘kupak-
kapik’
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